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 Pokok masalah peneliti ini adalah bentuk Pembinaan Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Di Kota Makassar pokok 
masalah tersebut di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan 
penelitian, yaitu : 1) Bagaimana bentuk pembinaan lembaga pembinaan khusus anak 
terhadap anak sebagai pelaku kejahatan di kota Makassar? 2). Bagaimana Kontribusi 
LPKA dalam menangani tingkat kejahatan yang di lakukan oleh anak di kota 
Makassar? 
 Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian filed research. Adapun 
sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu 
mengelola data primer yang bersumber dari LAPAS Kelas 1 Makassar 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pembinaan yang telah dilakukan 
oleh LAPAS terhadap NAPI anak sudah efektif, sehingga anak tersebut sadar 
terhadap tindakan yang telah diperbuat, dan anak tersebut dibina agar mampu 
bertanggung jawab dan berbaur kembali terhadap masyarakat, 2). Kontribusi LPKA, 
sudah terlaksana dengan cukup baik mulai dari kerja sama terhadap pihak-pihak 
tertentu untuk pendidikan Narapidana anak mulai dari segi pembinaan kerohanian, 
pendidikan umum, dan lain-lain. Adapun kontriusi secara eksternal dari LAPAS 
yakni melakukan sosialisasi kepada para pelajar. 
 Implikasi penelitian yaitu 1). Petugas lapas mesti lebih memperketat 
keamanan yang berada didalam Lapas anak sehingga anak lebih fokus terhadap 
pembinaan anak dibandingkan berbaur dengan narapidana dewasa. 2). Petugas mesti 
meningkatkan adaptasi terhadap narapidana anak sehingga anak mampu dikendalikan 
agar tidak bermalas-malasan dalam pembinaan narapidana dan meningkatkan 
kesadaran bagi narapidana anak. 3). Pengadilan ataupun upayah hukum lainnya lebih 
meningkatkan kesadaran ataupun kedisiplinan terhadap pengiriman atau 
pemberitahuan putusan tersebut kepada lapas. 4). Keluarga, lingkungan, masyarakat, 
dll, yang menjadi faktor pendukung dalam mengurangi tingkat kejahatan mesti lebih 






A. Latar Belakang 
Hukum merupakan sekumpulan aturan yang mengatur dan mengikat pada 
masyarakat sehingga setiap masyarakat mesti menaati aturan yang ada. Didalam 
aturan terdapat beberapa norma dia antaranya norma susila, norma agama, norma 
kesopanan, dan norma hukum
1
. Berbicara mengenai norma-norma yang ada di dalam 
hukum itu sendiri sudah cukup baik untuk diimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari agar hidup merasa tenang dan tentram. 
Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan 
perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah 
mendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia membutuhkan 
makanan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Menginjak dewasa bertambah 
jumlah dan jenis kepentingannya : bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga 




Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak-anak atau 
remaja juga melakukan kejahatan, tetapi menurut para cendikiawan dan ilmuan 
mengatakan bahwa sebutan bagi anak sebagai kejahatan anak tidak pantas untuk di 
berikan melainkan perbuatan tersebut bisa di katakan sebagai kenakalan remaja.  
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Kenakalan remaja tidak sampai menyeretnya ke penjara, tetapi apabila 
tindakan itu tindakan berat seperti pembunuhan, perampokan atau perkosaan, anak itu 
akan di kenakan tuduhan yang sama seperti di terapkan kepada orang dewasa, apabila 
dengan sadar melakukan kejahatan itu
3
. Meskipun mereka termasuk remaja namun 
hukum harus di tegakkan secara objektif dengan adil tanpa melihat dari segi 
subyektifnya (orangnya), sebagaimana yang di jelaskan dalam al-quran  
Q.S Annisa/4/58 : 
                            
                          
 
Terjemahan: 
 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat. 
Dalam surah annisaa ayat 58 menjelaskan tentang menegakkan hukum dengan 
seadil-adilnya tanpa memandang dari segi subjeknya, meski orang tersebut masih 
berada dalam usia remaja namun anak tersebut melakukan tindakan kejahatan maka 
iya harus menerima sanksi terhadap perbuatannya, karena hukum harus di tegakkan 
tanpa memandang subjeknya dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu. 
Menurut Fuad Hasan merumuskan definisi delinquency sebagai berikut : 
perbuatan anti social yang dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak 
kejahatan. Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja ialah 
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perbuatan, kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat 
melawan hukum, anti social, anti susila dan menyalahi norma-norma agama. 
Adapun faktor yang menjadi sebuah landasan bagi anak melakukan perbuatan 
kenakalan anak :  
1. Motivasi interinsik. 
a. Faktor intelegentia 
b. Faktor usia 
c. Faktor kelamin 
d. Faktor kedudukan anak dalam keluaga 
2. Motivasi ekstrinsik. 
a. Faktor rumah tangga 
b. Faktor pendidikan dan sekolah 
c. Faktor pergaulan anak 
d. Faktor massa media4. 
Namun tetap hukum mesti ditegakkan, ketika seorang anak melakukan 
perbuatan melawan hukum maka mesti diberikan suatu sanksi namun sanksi tersebut 
mesti dibedakan dengan orang dewasa yang melakukan pelanggaran, seorang anak 
mesti dididik dalam sanksi tersebut sehingga anak tersebut tidak melakukan 
perbuatan tersebut lagi. Maka dari itu pemerintah telah menciptakan Undang-Undang 
yang secara khusus mengatur Tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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Di dalam Undang-Undang tersebut menyinggung beberapa hak yang di miliki 
anak dalam perlindungan ketika anak tersebut dibina dalam LPKA (lembaga 
pemasyarakatan khusus anak) dan dijamin agar tidak mendapatkan perlakuan 
kekerasan. Di dalam Undang-Undang ini juga memberikan hak kepada anak yg 
berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pasal 59 
ayat 2 huruf “b”. Pasal ini menjelaskan agar anak yang berhadapan dengan hukum di 
berikan hak agar memberikan penghindaran dari hukuman mati atau hukuman 
seumur hidup dan penghindaran dari penangkapan atau penahanan kecuali dalam 
upaya terakhir. Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, undang-undang ini menjelaskan apa yang di maksud dengan 
pembinaan anak. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
lebih menjeaskan fungsi Lapas bagi narapidana dewasa dan narapidana anak serta 
memberikan bentuk pembinaan dan keamanan bagi setiap narapidana. Lapas Kelas 1 
Makassar menampung narapidana anak serta narapidana dewasa. Sehingga dalam 
pelaksanaan pembinaan akan begitu mempengaruhi mental anak. Keamanan dalam 
lapas antara Blok anak dan blok dewasa tidak ketat karena narapidana anak masih 
melakukan interaksi dengan narapidana dewasa. 
Di dalam Blok Narapidana anak terdapat berbagi jadwal yang telah di susun 
oleh pegawai lapas mulai dari pelaksanaan apel tiap hari, makan, olahraga, belajar, 
serta melakukan ibadah. Jadwal kegiatan tersebut berfungsi bagi narapidana anak, 
namun dari kegiatan tersebut pelaksanaan apel yang terjadwal hingga tiap hari 
ternyata hanya terlaksana 1 kali dalam seminggu, sehingga pengawasan yang di 





 Masalah perlindungan anak hingga kini masih merupakan suatu refleksi 
bahwa hingga kini masih merupakan permasalahan dan harus ditanggulangi 
secepatnya agar tidak mengganggu pembangunan nasional yang sedang berlangsung. 
Memang merupakan suatu kemutlakan untuk memperhatikan dan menanggulangi 
masalah perlindungan anak bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan 
pemerintah, apabila kita ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam 
berbagi bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat
5
. 
 Masalah perlindugan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan 
berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara 
perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi 
tanggung jawab bersama antara kita. 
 Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara 
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau 
mengetahui adanya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, 
maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relavan, yang mempunyai 
peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. 
 Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak kita harus 
waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan 
korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, 
tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat harus di cegah, agar pengaturan usaha 
perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin adanya 
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Dari uraian di atas maka dalam tulisan ini penulis menetapkan untuk 
membahas mengenai permasalahan tentang efektifitas lembaga pembinaan khusus 
anak atau lembaga pemasyarakatan khusus anak sebagai pelaku kriminal. Oleh karena 
itu penulis mengangkat topik dengan judul : 
“Efektifitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Menangani Anak 
Sebagai Pelaku Kejahatan Di Kota Makassar” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus penelitian 
 Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai eksistensi lembaga 
pembinaan khusus anak atau lembaga pemasyarakatan khusus anak, anak sebagai 
pelaku criminal di Makassar. 
2. Desripsi fokus  
 Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefesinikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian variabel yang 
dianggap penting yaitu: 
a. Efektifitas 
 Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana 
dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula 
kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat 
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keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan 
tujuan yang hendak dicapai.
7
 
b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak 
 Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga pembinaan anak 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. menurut pasal 1 butir (3) UU No 12 
Tahun 1995 yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya 
disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak yang 




Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9
 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi bahan permasalahan 
dalam skripsi ini. 
 Adapun materi pokok permasalahannya adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana Bentuk Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap 
Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Di Kota Makassar? 
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b. Bagaimana kontribusi LPKA dalam menangani tingkat kejahatan yang dilakukan 
oleh anak di kota Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Muhammad Natsir Djamil dalam bukunya menjelaskan tentang pengertian 
anak. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 
keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, di katakana bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan 
yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 
manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas , potensi, 
dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap 
anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental maupu social, dan berakhlak mulia, perlu 
dilakukan upaya perlindugan serta untuk meujudkan kesejahteraan anak 




2. Hadi Supomo dalam bukunya yang berjudul peradilan pidana anak. Soepomo 
mengukakan bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi 
dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum 
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dewasa, di Jawa Barat di sebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, 
yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus 
diri sendiri, yang sungguh masih kanak-kanak. Hukum adat Jawa  Barat tidak 
mengenal batas umur yang pasti, bila mana seorang di anggap telah dewasa 
sejak kuat bekerja, sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-
keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri 
sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dari ciri-ciri yang 
nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum, apak ia 
sudah atau belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum 
dan social di desa, daerah atau lingkungnnya
11
. Di dalam buku ini 
memperjelas bahwa adat Jawa Barat menjelaskan anak dikatakan dewasa 
apabila anak sanggup mandiri berbeda apa yang terdapat di dalam UU No 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak dikatakan dewasa 
ketika mencapai usia 18 Tahun.  
3. Skripsi Nani Wita Sembiring dengan judul “Efektifitas pembinaan narapidana 
anak oleh lembaga pemasyarakatan anak kelas II-A Tanjung Gusta, Medan”. 
Skripsi ini menjelasan tentang bagaimana sebuah pemasyarakatan anak 
membina anak-anak yang melakuka tindakan melawan hukum. 
4. Buku yang berjudul “Perkembangan Anak dan Remaja”12. Dalam buku ini 
menjelaskan semua tentang perkembangan seseorang baik dari masaperiode 
pranental, masa bayi, masa kanak-kanak, perkembangan remaja, masa pra 
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remaja, masa remaja awal, masa remaja akhir. Di dalam buku ini pun 
menjelaskan dari mana awal seseorang anak melakukan suatu perbuatan 
melawan hukum. 
5. Sudarsono dalam bukunya “kenakalan Remaja” menjelaskan tentang Istilah 
baku perdana dalam konsep psikologi adalah juvenile delinquency yang secara 
etimoogis dapat di jabarkan bahwa juvenile berarti „anak‟ sedangkan 
delinquency bararti „kejahatan‟. Dengan demikian pengertias secara 
etimologis adalah kejahatan anak. Jika menyangkut subjek/pelakunya, maka 
menjadi penjahat anak atau anak jahat.Pengertian juvenile delinquency 
sebagai kejahatan anak dapat di intterpretasikan dampak negative secara 
psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan  
tersebut secara langsung menjadi semacam trade-mark. Kaum cendikiawan 




6. Dalam bukunya Nandang Sambas,. Peradilan pidana anak di Indonesia dan 
instrument internasional perlindungan anak serta penerapannya, menjelaskan 
tentang tidak dikenal adanya pembedaan antara anak dan dewasa sebagaimana 
yang diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum islam 
hanya mengenal perbadaan antara masa anak-anak (belum balig dan balig). 
Seseorang dikategorikan sudah balig di tandai dengan adanya tanda-tanda 
perubahan baaniah, baik terhadap seorang pria maupun perempuan. Seorang 
pria di katakan sudah balig apabila ia sudah mengalami mimpi basah yang di 
alami orang dewasa. Sedangkan bagi seorang wanita, dikatakan sudah balig 
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apabia ia telah mengalami haid.Dalam pandangan hukum islam, seseoarang 
yang dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang di gunakan 
untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan 
syariat islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain terhadap 
mereka telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum islam
14
. 
7. Dalam bukunya Wagiati Soetedjo dan Melani “hukum pidana anak” 
menjelaskan tentang sebuah lembaga yang menjadi salah satu tempat bagi 
anak yang melakukan perbutan melawan hukum. di dalam buku ini juga 
menjelaskan bagaimana sejarah dari pada lembaga tersebut hadir untuk 
membina anak yang melakukan criminal. Lembaga yang mampu membina 
masyarakat di sebut sebagai lembaga pemasyarakatan, namun dalam LP 
tersebut terbagi ada yang khusus untuk dewasa dan khusus untuk anak.
15
 
8. Dalam bukunya Maidin Gultom “Perlinungan Hukum Terhadap Anak” 
menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadapa anak pada tahap 
pemasyarakatan. Baik itu dari segi petugas LP memberikan arahan kepada 
anak tersebut, cara mendidik dan pembinaan narapidana anak
16
. 
9. Dalam bukunya soetjiningsih “Tumbuh Kembang Remaja dan 
Permasalahannya” menjelaskan tentang faktor yang menjadikan seorang anak 
melakukan beberapa tindakan melawan hukum
17
. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui bagaimana bentuk pembinaan suatu lembaga pembinaan khusus anak 
terhadap anak sebagai pelaku kejahatan di kota Makassar. 
b. Mengetahui kontribusi LPKA dalam menangani tingkat kejahatan yang dilakukan 
oleh anak di kota Makassar. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan teoritis 
Secara teoretis penulis skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi 
tentang bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan 
dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum kemudian dipergunakan dan 
dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum pidana khusus dan memberikan 
pembelajaran bagi setiap orang, baik itu orang tua ataupun orang lain. Oleh karena itu 
menurut penulis tidak semestinya anak disalahkan sepenuhnya terhadap perbuatannya 
yang iya lakukan sehingga membuat kerugian terhadap orang lain. 
b. Kegunaan praktis 
1) Dapat memberikan informasi dan mengetahui bentuk pembinaan yang di 
lakukan oleh lembaga pemasyarakatan khusus anak terhadap anak sebagai 
pelaku kejahatan di kota Makassar 
2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait terhadap 
kontribusi LPKA dalam menangani tingkat kejahatan yang dilakukan oleh 






A. Anak dan Hak-Hak Anak 
1.Pengertian Anak 
 Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan 
kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut 
dikatakan bahwa anak adalah tunas , potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus 
yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh 
karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia 
perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 
secara optimal, baik fisik, mental maupu social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan 
upaya perlindugan serta untuk meujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
1
 
 Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-udang (DPR 
dan pemerintahan) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan 
anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah tuhan yang maha esa 
yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. 
Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan 
                                                             
1





dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab 
untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak. 
 Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus 
bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita 
dapat bernafas lega karena dipahami secara komprohensif. Namun, dalam 
menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai 
macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam 
beberapa undanga-undang, misalnya: 
1. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 
tahun bagi perempuan dan 19 tahu bagi laki-laki 
2. UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan anak mendefinisikan anak 
berusia 21 tahu  dan belum pernah menikah 
3. UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah 
orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi 
belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin 
4. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asai Manusia menyebutkan bahwa anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. 






6. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional memberlakukan 




 Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi 
perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada prakteknya dilapangan , akan banyak 
kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Hadi Supeno mengungkapkan 
bahwa semestinya setelah lahir UU perlindungan anak yang dalam strata hukum 
dikategorekan sebagai lex specialist, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak 




 Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, 
walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun 
perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan 
didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup 
masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia seara fisik telah memperlihatkan 
tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya. 
 Soepomo mengukakan bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak 
menjadi dewasa, hal itu hanya dapat di lihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang 
belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, 
yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri 
sendiri, yang sungguh masih kanak-kanak. Kamu tidak menemukan petunjuk bahwa 
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hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, bila mana seorang di anggap 
telah dewasa sejak kuat bekerja, sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan 
keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri 
sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dari cirri-ciri yang nyata dapat 
dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum, apak ia sudah atau belum 




 Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang di akui oleh masyarakat 
adat khususnya hukum adat jawa barat dapat di lihat dari cirri-ciri sebagai berikut : 
1. Dapat bekerja sendiri (mandiri) 
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bertanggung jawab 
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. 
 Tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat di 
kategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia 
yang dimiliki seseorang, melainkan di pandang dari segi mampu tidaknya seseorang 
untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan di mana ia 
berada. 
 Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, 
mereka diaangap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang di lakukan orang 
tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk 
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memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping itu, mereka juga sudah dapat 
diterima dalam lingkungannya. Karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. 
Saat itulah seseorang di akui sebagai orang yang cukup dewasa. 
 Begitu juga dalam pandangan hukum islam, untuk membedakn antara anak 
dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal adanya 
pembedaan antara anak dan dewasa sebagaimana yang diakui dalam pengertian 
hukum adat. Dalam ketentuan hukum islam hanya mengenal perbadaan antara masa 
anak-anak (belum balig dan balig). Seseorang dikategorikan sudah balig ditandai 
dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun 
perempuan. Seorang pria dikatakan sudah balig ketika ia sudah mengalami mimpi 
basah yang dialami orang dewasa. Sedangkan bagi seorang wanita, dikatakan sudah 
balig ketika ia telah mengalami haid. 
 Dalam pandangan hukum islam, seseoarang yang dikategorikan memasuki 
usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal 
seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syariat islam dalam kehidupan 
sehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah balig dan berakal, berlakulah 
seluruh ketentuan hukum islam.
5
 
Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan 
anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan 
telah haid serta terlihatnya kecerdasan.
6
 Imam Syafi‟i mengungkapkan apabila telah 
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sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki 
yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 
tahun maka sudah dianggap dewasa. 
2. Hak dan Kewajiban Anak 
a. Hak-Hak Anak 
 Dalam menegakkan hak-hak anak, hal ini terus diperjuangkan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tercantum dalam Universal 
Declaration of Human Rights, mulai dari hak hidup, hak kemerdekaan, hak 
kesejahtraan, hak pengasuhan, hak perlindungan, hak memperoleh pendidikan, hak 
menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, sebagaimana layaknya 




 Umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak, maka 
dari itu majelis umum PBB memaklumatkan Deklarasi Hak Asasi Anak-Anak ini 
dengan tujuan agar anak-anak dapat menjalankan masa kecil yang membahagiakan, 
berhak menikmati hak-hak dan kebebasan. Majelis Umum PBB, mengisyaratkan dan 
manyatakan, serta menghimbau para orang tua, perorangan, organisasi, pemerintahan 
pusat dan daerah/ setempat untuk mengakui hak-hak ini, dan memperjuangkan hak 
tersebut secara bertahap melalui kebijakannya yang dibuat suatu peraturan 
perundang-undangan yang disesuaikan dengan asas-asas sebagai berikut : 
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a. Asas 1 
Anak-anak berhak menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi PBB, 
dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul bangsa atau tingkat 
sosial, kaya atau miskin, keturunan atas status dirinya dan keluarganya. 
b. Asas 2 
Anak-anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dalam memperoleh 
kesempatan dan fasilitas yang berkaitan dengan jasmani, mental, akhlak, rohani 
dan sosial yang menjamin secara hukum, sehingga dapat berkembang dengan 
sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat. 
c. Asas 3 
Anak-anak harus memiliki nama dan status kewarganegaraan. 
d. Asas 4 
Anak-anak sebelum dan setelah dilahirkan harus mendapat jaminan dalam 
tumbuh dan berkembang dengan sehat, gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan 
pelayanan kesehatan. 
e. Asas 5 
Anak-anak yang memiliki kondisi sosial yang lemah seperti cacat tubuh dan 






f. Asas 6 
Dalam kebutuhan kasih sayang dan pegertian, harus dibesarkan di bawah asuhan 
dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, sehingga kepribadiannya tumbuh 
secara maksimal dan harmonis, dan tetap berada pada suasana yang penuh kasih 
sayang, sehat jasmani dan rohani. 
g. Asas 7 
Anak-anak berhak memperoleh pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-
kurangnya tingkat sekolah dasar, atas dasar kesempatan yang sama, untuk 
mengembangkan kemampuannya, menyampaikan pendapat pribadinya, tangung 
jawab moral dan sosialnya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang berguna. 
h. Asas 8 
Dalam keadaan apapun, dalam perlindungan dan pertolongan harus 
diperioritaskan/didahulukan. 
i. Asas 9 
Anak-anak harus terlindungi dari segala bentuk penelantaran/penyianyiaan, 
penindasan dan kekejaman, dan tidak boleh menjadi objek 








j. Asas 10 
Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang berindikasi dalam bentuk 
diskriminasi ras, agama dan bentuk diskriminasi lainnya.
8
 
b. Kewajiban Anak 
 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur 
mengenai kewajiban anak sebagai berikut
9
 : 
1. Wajib menghormati orang tua,wali dan guru. 
2. Wajib mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. 
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. 
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 
B.  Efektifitas 
1. Pengertian efektifitas 
 Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan sasaran yang telah 
ditentukan dalam setiap organisasi. Efektifitas disebut juga efektif, apabila 
tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai 
dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran 
dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Pendapat yang sama 
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juga di kemukakan oleh Chaster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran 
yang telah disepakati bersama.
10
 
 Secara komprehensif, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan 
suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas 
pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan sebelumnya
11
. 
 Dari pandangan hukum, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari 
hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan hukum 
ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian 
besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan 
hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat 
dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat 
mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Sebagaimana yang telah diuraikan 
sebelumnya, seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung kepada 
kepentingannya. Kepentingan ada bermacam-macam, diantaranya yang bersifat 
compliance, identifikasi, internalization, dan masih banyak jenis kepentingan lain. 
Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya 
kerena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat 
ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. 
Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, 




 Susan Dwi Anggriani, Pengertian Efektifitas dan Landasan Teori Efektifitas, Blog  Susan 






yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai 
interinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.
12
 
Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif : 
a. Perspektif organisatoris, yaitu memandang perundang-undangan sebagai 
„institusi‟ yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif ini tidak terlalau 
memerhatikan pribadi-pribadi, yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau 
perundang-undangan 
b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu 
atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. 
Perspektif ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. 
Faktor kepentingan yang menyebabkan sesorang menaati atau tidak menaati 




 Suatu perundang-undangan jika dihubungkan dengan fenomena-fenomena 
yang timbul dalam masyarakat, dapat dipandang dari dua prinsip, yaitu : 
a. Prinsip pasif-dinamis. Dalam hal ini, yang pasif adalah penetapannya, sedangkan 
yang dinamis adalah masyarakatnya. Jadi yang dimaksud dengan prinsip pasif-
dinamis, adalah bahwa hukum atau perundang-undangan berbunyi demikian, 
karena masyarakat bertindak demikian.Oleh karena itu, dalam prinsif pasif-
dinamis ini, fenomena-fenomena masyarakat lebih dahulu timbul, barulah 
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perundangan-undangan dibuat, untuk mengakomodasinya, yaitu untuk mengatasi 
situasi yang timbul di dalam masyarakat tersebut. 
b. Prinsif actief-oorzakelijk. Prinsip ini adalah masyarakat bertindak demikian, 
karena hukumnya atau perundang-undangnya berbunyi demikian. Oleh karena itu, 
dalam prinsip ini, perundang-undangan yang lebih dahulu ada, barulah muncul 
fenomena-fenomena dalam masyarakat sebagai akibat atau reaksi dari adanya 




 Efektivitas dalam dunia resit ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan penemuan 
atau produktivitas, dimana bagi sejumlah sarjana sosial efektifitas sering kali ditinjau 
dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja. Dari pendapat beberapa ahli di atas 
dapat disimpulkan pengertian efektivitas yaitu keberhasilan suatu aktifitas atau 
kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya. 
 Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari 
efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan 
pendapat sehubung dengan cara meningkatkannya, cara mengatur dan bahkan cara 
menentukan indikator efektivitas. Sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi 
bagaimana cara mengefaluasi tentang efektivitas. 
 Pegertian yang memadai mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran 
organisasi, merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana sering 
kali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam usaha mengukur 
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efektivitas yang pertama kali sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu 
sendiri. 
 Dari beberapa uraian di atas, dapat di jelaskan bahwa efektifitas merupakan 
kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan 
non fisik untuk mencapai serta meraih keberhasilan maksimal.
15
 
 Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda 
dari lembaga dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai 
macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dari proses internal yang terjadi dalam 
lembaga mengubah input menjadi output yang kemudian dilemparkan kembali pada 
lingkungannya. 
1. Pendekatan Sasaran (goal approach) 
 Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga 
berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatn sasaran 
dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi 
dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam menapai sasaran 
tersebut. 
 Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas 
dengan pendekatan sasaran ini adalah sasaran yang realistis untuk 
memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi „Official Goal” 
dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan 
memusatkan perhatian terhadap aspek otput yaitu dengan menguur 
keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan 
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dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi 
atau lembga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. 
2. Pendekatan Sumber (Sistem Resource Approach). 
 Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu 
lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. 
Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga 
memelihara keadaan dan system agar dpat menjadi efektif. Pendekatan ini 
didasarkan pada teorimengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap 
lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan 
lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang 
merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga di 
lemparkannya kepada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang 
terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. 
 Dalam mendapatkan berbagai jenis sumber untuk melihara sistem dari 
suatu lembaga merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur 
efektifitas. Secara sederhana evektivitas seringkali di ukur dengan jumlah atau 
kuantitas berbagai jenis sumber yang berhasil di peroleh dari lingkungan. 
Pengukuran efektifitas dengan pendekatan sumber ini mampu untuk 
memberikan alat ukur yang sama dalam mengukur efektivitas berbagai 
lembaga yang jenis dan programnya berbeda dan tidak dapat di lakukan 
dengan menggunakan pendekatan sasaran. 
3. Pendekatan Proses ( Internal Process Approach) 
 Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efesiensi dan 





proes internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada 
berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan 
melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap 
kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, 
yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. 
4. Masalah Dalam Pengukuran Efetivitas 
 Efektivitas selalu diukur berdasarka prestasi, produktivitas dan laba. 
Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya dan 
memberikan hasil dari pada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi 
dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkannya oleh beberapa hal 
berikut: 
a. Adanya macam-macam output 
 Adanya bermacam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran 
efektivitas dengan pendekatan sasaran menjadi sulit untuk dilakukan. Pengukuran 
juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya. 
 Efektivitas tidak akan dapat diukur hanya dengan menggunakan suatu 
indikator atau efektivitas yang tinggi pada suatu sasaran yang seringkali disertai 
dengan efektifitas yang tinggi pada suatu sasaran yang seringkali disertai dengan 
efektifitas yang rendah pada sasaran lainnya. Selain itu, masalah juga muncul karena 
adanya bagian-bagian dalam suatu lembaga yang mempunyai sasaran yang berbeda-
beda secara keseluruhan, sehingga pengukuran efektifitas seringkali terpaksa 
dilakukan dengan memperhatikan bermacam-macam secara simultan. Dengan 
demikian yang diperoleh dari pengukuran efektifitas adalah profil atau bentuk dari 





 Selanjutnya hal lain yang sering dipermasalahkan adalah frekwensi 
penggunaan kriteria dalam pengukuran efektifitas seperti yang dikemukakan oleh 
R.M Steers yaitu bahwa kriteria dan penggunaan hal-hal tersebut dalam pengukuran 
efektivitas adalah: 
a. Adaptabilitas dan fleksibilitas 
b. Produktivitas 
c. Keberhasilan memperoleh sumber 
d. Keterbukaan dalam komunikasi 
e. Keberhasilan pencapaian program 
f. Pengembangan program 
g. Subjektivitas dalam adanya pencapaian 
 Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasaran seringkali 
mengalami hambatan, karena sulitnya mengidentifikasi sasaran yang sebenarnya dan 
juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapai keberhasilan. 
Hal ini terjadi karena sasaran yang sebenarnya dalam pelaksanaan. Untuk itu ada 
baiknya bila meninjau pendapat G.W England, bahwa perlu ke dalam suatu lembaga 
untuk mempelajari sasaran yang sebenarnya karena informasi yang diperoleh hanya 
dari dalam suatu lembaga untuk melihat yang berorientas ke luar mayarakat
16
. 
 Oleh sasaran yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, unsur subjektif itu 
tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran yang harus dideskripsikan secara kuantitatif, 
informasi yang diperoleh akan sangat tergantung pada subjektivitas dalam suatu 
lembaga mengenai sasarannya. Hal ini di dukung oleh pendapar Richard M. Steers 
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yaitu bahwa lingkungan dan keseluruhan elemen-elemen kontektual berpengaruh 
terhadap informasi lembaga dan menentukan tercapai tidaknya sasaran yang hendak 
dicapai. Karena itu perbedaan karakteristik factor-faktor kontektual ini perlu 
diperhatikan apabila hendak bermaksud mengukur efektivitas program yang terdapat 
pada lingkungan yang berbeda. 
2. Teori Efektifitas Hukum 
Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana terjadinya 
sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah 
hukum dapat mengejawantah dalam jiwa masyarakat sehingga tercipta kedamaian, 
ketentraman, dan ketertiban. 
Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menilai bahwa 
penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi
17 
yang 
menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, 
akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.
18
 
Gangguan terhadap penegakan hukum dapat saja terjadi. Hal ini terjadi 
apabila terjadi ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam 
masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-
mata pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia 
cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam pergaulan hidup 
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bila pelaksanaan aturan dalam undang-undang ternyata malah menyulitkan 
masyarakat. 
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. 
 Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau 




1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
Maksud faktor hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekanto 
dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku 
umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Masalah-masalah 
umumnya disini adalah, antara lain: 
1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
cukup sistematis? 
2. Apakah peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 
tertentu cukup sinkron; artinya: 
a. apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan-pertentangan? 
 
b. apakah secara horizontal tidak ada pertentangan? 
 
3. Apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup atau belum? 
4. Apakah penerbitan peraturan tersebut adalah sesuai dengan persyaratan 










Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah sebuah 
peraturan efektif atau tidak. 
2. Faktor penegak hukum. 
 
Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena 
mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di 
bidang penegakan hukum. 
Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum penulis 
batasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang 
tidak hanya mencakup law inforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Maka 
mereka ini adalah para pegawai hukum di lingkungan Lapas. Adapun standarisasi 
efektivitas sebuah penegak hukum adalah: 
1. Sampai seberapa jauh petugas terikat oleh peraturan yang ada? 
 
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan “kebijaksanaan”? 
 
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 
masyarakat umum? 
4. Sampai seberapa jauh derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 
diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas 
pada wewenangnya? 
Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah 





3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, 
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu 
tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Adapun 
standarisasi efektivitas fasilitas penegakan hukum adalah: 
1. Apakah sarana prasarana yang ada layak pakai? 
 
2. Apakah yang ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi? 
 
3. Apakah yang kurang perlu dilengkapi? 
 
4. Apakah yang rusak perlu diperbaiki? 
 
5. Apakah yang telah mundur ditingkatkan? 
 
Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui apakah 
fasilitas yang ada efektif atau tidak. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor 
sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat 
kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan, namun 
mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara 





5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa  yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat 
sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem 
nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu 
sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, 
substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem 
tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, 
hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan 
seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya 
maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana  hukum  maupun  
pencari  keadilan.  Kebudayaan  (sistem)  hukum. 
pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, 
nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap 
baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai 
tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaaan 
ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di 
dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. 
Dalam hal mediasi di pengadilan agama yang kita ketahui para  pencari 
keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan pedoman 
karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat muslim. 
Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis 
sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat netral. Ia akan 





dijalankan. Oleh karena itu, digunakan istilah positif bagi keefektifan dan negatif bagi 
ketidakefektifan. Demikian teori efektivitas hukum hasil pemikiran Soerjono 
Soekanto. 
C.  Lembaga Pemasyarakatan Anak 
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
 Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi 
untuk memperbaiki terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali 
menjalani kehidupan normal dan produktif (return to a normal and productive life) di 
tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Dahulu, lapas 
disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana 
dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.
20
 
 Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS 
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang 
selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Lembaga pemasyarakatan 
adalah unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan 
pemasyarakatan. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan 
pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan 
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 Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas  
pengayoman  merupakan  tempat  untuk  mencapai  tujuan  tersebut diatas melalui 
pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka 
tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan 
bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat 





Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses 
peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah 
semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan 
dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses 
pemidanaan mulai dari lembaga kepolisisan, kejaksaan, dan pengadilan. 
Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga 
binaan pemasyarakatan. 
 Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai 
peran yang stategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan 
terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan,  menurut  Muladi,  
tujuan  pemidanaan  Pencegahan (umum dan khusus) masyarakat, memlihara 
solidaritas, adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social yang 
diakibatkan oleh tindak pidana, hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang 
merupakan titik berat harus dipenuhi, dengan catatan tujuan pemidanaan yang 
dimaksud terdiri atas pengimbalan/perimbangan. 
2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Anak 
 Lembaga pemasyarakatan anak merupakan salah satu lembaga pembinaan dan 
tempat pendidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. menurut pasal 1 
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butir (3) UU No 12 tahun 1995 yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yang 
selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum atau anak didik pemasyarakatan. LAPAS 
sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk 
mencapai tujuan di atas melalui pendidikan, rehabilitas, dan reintegrasi. Sejalan 
dengan peran LAPAS tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang 
melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana dalam UU ini 
detetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.  
 Menurut pasal 60 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 Lapas Anak adalah tempat 
pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara dan anak sipil. 
Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang di 
tempatkan di lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berhak untuk memperoleh 
pendidikan dan latihan, baik formil maupun informal sesuai bakat, dan 
kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya.
23
 
 Dalam pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di kenal 10 
(sepuluh) prinsip pemasyarakatan, yaitu : 
1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai 
warga masyarakat yang baik dan berguna  
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara 
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat 
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4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat 
daripada sebelum dijatuhi pidana 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak harus di kenalkan 
dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 
6. Pekerjaan yang di berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar 
pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi 
kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan 
dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi. 
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik 
harus berdasarkan pancasila. 
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka 
harus di perlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia 
harus di hormati. 
9. Narapidana dan anak didik hanya di jatuhi pidana hilang kemeredekaan 
sebagai satu-satunya derita yang dialami.  
10. Di sediakan dan dipupuk sarana-sarana yang apat mendukung fungsi 
rehabilitasi, korektif, dan edukatif sistem masyarakat.
24
 
 Berdasarkan pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 jo pasal 13 PP No. 31 
tahun 1999 tentang pembimbingan warga negara binaan pemasyarakatan, dikenal 3 
(tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu : 
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a. Anak pidana 
 Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 
pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan 
belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun 
tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembagam Pemasyarakatan Anak, 
berdasarkan Pasal 61 UU no. 3 tahun 1997, harus dipidanakan ke Lembaga 
Pemasyarakatan. Bagi anak pidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan 
karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 
(dua puluh satu) tahun, tempatnya di pisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 
(dua puluh satu) tahun. Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan Blok 
tertentu untuk mereka yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Narapina yang 
telah menjalani pidana penjara 2/3 dari pidana yang di jatuhkan, yang sekurang-
kurangnya 9 (Sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat di berikan pembebasan 
bersyarat (pasal 62 ayat [4] UU No. 3 tahun 1997) , yang disertai dengan masa 
percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang dijalankannya 
b. Anak negara 
 Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 
kepada negara untuk dididik dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
paling sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai anak negara sampai 
berumur 18 tahun. Walaupun umurnya melewati batas umur tersebut, anak negara 
tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena anak 
negara tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak negara tetap berada di Lembaga 





selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi 
dididk di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kepala Lembaga Pemasyarakatan 
Anak dapat mengajukan izin kepada mentri kehakiman, agar anak negara terebut 
dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat yang di 
tetapkan oleh pasal 29 ayat 3 dan 4 UU No 3 tahun 1997 
c. Anak sipil 
 Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tuanya atau walinya 
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. 
Penempatan anak sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lambat 6 bulan lagi bagi mereka yang 
belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama satu tahun bagi mereka yang 
pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat di perpanjang 
selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 tahun
25
. 
D. Sebab-sebab Kenakalan Remaja. 
 Ada banyak faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yang dapat 
menyeret mereka pada dekadensi moral dan ketidak berhasilan pendidikan mereka di 
dalam masyarakat, dan kenyataan kehidupan yang pehit penuh dengan kegilaan. 
Betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang menyeret mereka dari berbagai 
sudut dan tempat berpijak. 
 Oleh karena itu, jika para pendidik tidak dapat memikul tanggung jawab dan 
amanat yang dibebankan kepada mereka, dan pula tidak mengetahui faktor-faktor 
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yang dapat menimbulkan kelainan pada  remaja serta upaya penanggulangannya 




 Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa 
dewasa, remaja merasa bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu 
memengang tanggung jawab seperti orang dewasa. Seperti dikemukakan oleh Zakiah 
Darajat (1974 : 45) sebagai berikut. 
 “Remaja adalah usia transisi. Seorang individu telah telah meninggalkan usia 
kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke 
usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun 
terhadap masyarakat. Banyaknya masa transisi ini tergatung kepada keadaan dan 
tingkat sosial masyarakat dimana ia hidup. Semakin maju masyarakat, semakin 
panjang usia remaja karena ia harus mempersiapkan diri untuk meyesuaikan diri 
dalam masyarakat yang banyak syarat dan tuntutannya”.27  
 Besar kecilnya problem yang dihadapi oleh remaja ditentukan oleh faktor 
yang mempengaruhinya di waktu kecilnya. Jika pembinaan anak di waktu kecil 
berjalan dengan baik, berarti anak selalu mendapat kepuasan baik secara emosional, 
maupun secara fisik (makanan dan minuman). 
 Sebaliknya pabila pembinaan tersebut kurang disadari akan kebaikannya , 
maka disinilah munculnya benih-benih kenakalan remaja, oleh karena itu penulis 
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akan mencoba mengangkat beberapa dasar yang menyebabkan timbulnya kenakalan 
remaja, kenakalan remaja yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok berikut : 
1. Sebab intern 
 Yang dimaksud dengan sebab intern adalah sebab yang terdapat dala batin/diri 
sendiri pada remaja/dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang termasuk faktor tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Faktor Inteligensia (kecerdasan) 
 Bahwa menurut para ahli, remaja-remaja yang memiliki inteligensi yang 
rendah biasanya cenderung untuk melakukan kenakalan-kenakalan atau diperalat oleh 
orang lain untuk melakukan perbuatan jahat karena bodohnya. Hal ini seperti 
dikemukakan oleh James D. Page yang dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo (1984 : 
35) sebagai berikut. 
 “Walaupun remaja-remaja nakal yang (ditinjau dari segi inteligensinya), 
kebanyakan dilakukan oleh mereka yang inteligensinya rendah, namun hal ini tidak 
dapat disimpulkan begitu saja, sebab banyak remaja-remaja yang inteligensinya 
normal atau tinggi terlibat dalam kenakalan remaja (mungkin yang bodoh yang 
mudah terlibat atau tertangkap), maka penelitian kita tidak dapat begitu saja 
membedakan remaja-remaja nakal dengan yang baikmelalui inteligensinya”.28 
 Anak-anak delinkuen itu pada dasarnya mempunyai tingkat inteligensia verbal 
lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah 
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rendah). Dengan kecerdsan rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka 
mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan prilaku jahat.
29
 
b. Faktor usia 
 Stephen Hurwitz (1952) mengungkapkan “age is importance factor in the 
causation of crime” (usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab 
timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut diikuti,, maka faktor usia adalah 
faktor penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak 
terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak. 
 Secara empiris, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkansampai 
sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam kaitan sebab musabab 
kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan Wagiati Soetodjo 
terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak tanggerang pada tahun 
1998, diperoleh data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka 
yang berusia antara 16-18 tahun (mencapai jumlah 199 dari 134 orang narapidana 
anak). 
c. Faktor jenis kelamin 
 Paul W. Tappan (1949) mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak 
dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya 
jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari perempuan 
pada batas usia tertentu.
30
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d. Faktor lingkungan keluarga 
 Lingkungan keluarga adalah sebagai persekutuan hidup terkecil dari 
masyarakat. Mengingat pentingnya hidup keluarga yang demikian itu, maka islam 
memandang bahwa keluarga bukan hanya sebagai persekutuan terkecil tetapi dari itu 
yakni sebagai lembaga hidup manusia yang dapat memberikan kemungkinan celaka 
atau bahagianya anggota keluarga tersebut, baik didunia ataupun di akhirat. 
 Apabila orangtua acuh tak acuh terhadap anaknya dalam pembentukan 
kepribadiannya, maka lingkungan keluarga yang demikian itu dapat menjadi sumber 
utama penyebab timbulnya kenakalan remaja. Dr. Zakiah Dradjat mengemukakan : 
 “…di antara kelainan jiwa yang sangat memprihatinkan belakangan ini 
terutama dikota- kota besar ialah kenakalan dan penyalahgunaan narkotika. 
Dalam sekian banyak kasus  yang pernah kami hadapi. Ada yang mengatakan terus 
terang bahwa tenggelamnya ia  dalam penyalahgunaan narkotika adalah sekedar 
untuk pelarian saja. Karena orang tua  tidak memahaminya dan tidak 
memberikan perhatian yang layak kepadanya.”31   
 Oleh karena itu orang tua harus berusaha mendidik putra-putrinya agar mejadi 
anak yang saleh, karena pada dasarnya mereka lahir dalamkeadaan membawa fitrah 
beragama islam, tetapi mereka kadang-kadang acuh tak acuh terhadap ajaran 
agamanya karena kelalaian orang tuanya. Hal dipahami dari sabda Rasulullah Saw. 
yang berbunyi : 
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 هع...ةريرٌ يبا ع الله يضر يلص الله لُسر لاق:لُقي ناك ًوا ًى
الله  ًواد ٍُي يا ُباف ةرطفلا يلع دلُيَ لاا دُلُم هم ام ملسَ ًيلع
)ملسم ياَر( ًو اسجميَا ًوارصىي َا32  
Artinya :  
Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya dia berkata : rasulullah saw. telah 
bersabda : Tidak seorang pun anak yang lahir melainkan ia lahir dalam 
keadaan suci. Maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, 
dan Majusi. 
 Hadits ini memberikan keterangan bahwa salah satu sumber kejahatan adalah 
dari orang tua atau lingkungan keluarga, apabila keluarga tersebut tidak 
mengindahkan asas pendidikan dan asas kasih sayang. 
e. Faktor kekecewaan 
 Anak-anak yang mengalami kekecewaan, sering terganggu psikisnya, 
sehingga sering sebagai kompensasi atas kekecewaan  dan kegagalannya melakukan 
tindakan-tindakan yang menyolok, seperti kejahatan-kejahatan dan sebagainya. 
f. Faktor kejiwaan 
 Ada sebagian kecil anak-anak yang menderita penyakit berupa keinginan 
untuk mencuri (kleptomania) dan lain-lain. 
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2. Sebab ekstern 
 Yang dimaksud dengan sebab ekstern adalah sebab yang terdapat dari luar 
batin diri remaja. Banyak ahli sosiologi criminal berpendapat bahwa dilakukannya 
kejahatan disebabkan oleh faktor lingkunganta dan faktor kesempatan yang terbuka 
untuk malakukan kejahatan seperti berikut ini :  
a. Keadaan rumah tangga 
 Kenakalan remaja banyak di timbulkn oleh karena keadaan rumah tangga 
yang tidak harmonis atau dalam keluarga mengalami kehidupan yang menyedihkan 
(broken home), sehingga anak-anaknya menderita tekanan psychis yang tidak jarang 
disalurkan melalui perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dikenal sebagai 
kenakalan remaja, termasuk adalah anak terlantar dari akibat rumah tangga orang 
tuanya berantakan. Sebagai suatu masalah yang sulit dipecahkan adalah kenyataan 
banyaknya kasus perceraian di negara kita. 
 Dari permasalahan yang dapat menimbulkan remaja melakukan tindak 
kenakalan terhadap perbuatan criminal, keluarga yang broken home sangat besar 
pengaruhnya dalam perkembangan kepribadian remaja. Hal ini dikemukakan oleh 
B.Simandjuntak (1984 : 118) bahwa rumah tangga yang berantakan dapat membawa 
pengaruh psikologis buruk bagi perkembangan mental dan pendidikan anak, karena 
dasar pribadi anak tertama dibentuk dalam lingkungan rumah tangga.
33
 
b. Faktor ekonomi 
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 Perhatian remaja tentang masalah ekonomi bertambah besar jika 
dibandingkan pada masa kecilnya. Karena pada masaini remaja diliputi oleh 
keinginan-keinginan, keindahan dan cita-cita. Para remaja menginginkan berbagai 
mode, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Keinginan tersebut dikarenakan oleh 
majunya industri dan teknologi canggih yang hasilnya telah menjalar kepelosok-
plosok desa. 
 Dari keadaan yang seperti inilah biasanya menimbulka kegoncangan bagi 
seorang anak, akibatnya muncul tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh orang 
tua. 
 Kurangnya kasih saying dan perhatian orang tua ditambah dengan lemahnya 
keadaan ekonomi orang tua mengakibatkan pula terjadinya pergeseran nilai pada 
remaja. 
 Anak remaja terutama menurut supaya orangntua dapat membelikan barang-
barang mewah. Bersamaan dngan itu kelakuan mereka pun meningkat yakni 
terjadinya pergaulan bebas, minum-minuman keras, kesemuanya ini di sebabkan 
karena kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi oleh orang tua baik kebutuhan fisik 
maupun kebutuhan psikis. 
c. Faktor pendidikan dan sekolah 
 Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau 
dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik 









 Pendidikan anak-anak, baik dalam lingkungan keluarga, di sekolah, maupun 
dalam masyarakat sangat memegang peranan penting sekali. Di negara ini, kini kita 
mengalami kesulitan dalam hal ini, khususnya karena nasib guru-guru di negara kita 
masih jauh dari layak. Kalau guru-guru yang menderita tekanan ekonomi, maka bisa 
di harapkan dapat mengajar dengan tekun. Di lain pihak, banyak kita jumpai di 
sekolah-sekolah menengah, jika guru jalan kaki atau naik sepeda, sebaliknya murid-
muridnya banyak yang berkendara sepeda motor, maka sering kewibawaan guru 
dapat berkurang sehingga tidak jarang murid-murid sukar di kendalikan
35
.  
 Pentingnya menimbah ilmu telah di jelaskan di dalam Al-Qurang surah Al-
Mujadalah ayat 11 : 
 
                     
                        
                     
 
Terjemahan :  
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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 Dalam surah ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan hal yang 
utama, orang yang menuntut ilmu akan memperoleh penetahuan sehingga mengetahui 
baik buruk tindakan yang akan mempengaruhi hidupnya, bagi anak yang 
berpendidikan dan di bekali oleh pegetahuan agama maka anak tersebut akan 
melakukan perbuatan yang baik pula. Orang yang berpendidikan akan di angkat 
derajatnya oleh Allah SWT. 
d. Faktor pergaulan 
 Di antara sebab utama yang mengakibatkan anak menjadi nakal adalah 
pergaulan negatif dan teman yang jahat. Terutama jika anak itu bodoh, lemah 
akidahnya dan mudah terombang-ambing akhlaknya. Mereka akan cepat terpengaruh 
oleh teman-teman yang nakal dan jahat, cepat terpengaruh oleh teman-teman yang 
nakal dan jahat, cepat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan akhalak yang rendah. 
Sehingga perbuatan jahat dan kenakalan menjadi bagian dari tabiat. Dengan 




e. Pengaruh mass media 
 Sebenarnya, apabila memerhatikan teori kebijaksanaan criminal yang 
dikemukakan oleh Marc Ancel (1996),
37
mass media adalah sebagai salah satu sarana 
yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam kaitan 
prilaku delinkuen, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu 
kenakalan. Hal ini memang di benarkan, karena mass media dipahami berpengaruh 
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pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan 
kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. 
Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, 
maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat 
hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan 
memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan 






A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitisan ini adalah penelitian filed 
research. filed research yaitu jenis penelitian yang di lakukan lansung turun 
kelapangan untuk mendapatkan data yang menguatkan penelitian yang dilakukan 
dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta 
yang terjadi dilapangan 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan oleh hasil pra-penelitian yang 
dilakukan oleh penulis yang melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan 
dapat membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat. 
  
B. Pendekatan penelitian 
 Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan dengan melihat 
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang 
diteliti. Dalam hal ini penulis melihat dari peraturan-peraturan yang terkait mengenai 
penempatan pembinaan anak dan pembinaan anak diantaranya Undang-Undang 





Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
 Pendekatan Empiris yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul 
dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengamati sejauhmana implementasi 
ketentuan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam 
suatu masyarakat. 
 
C. Sumber Data  
Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder. 
a. Data primer  
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
di lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Makassar dengan 
cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan 
mengadakan wawancara  pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan 
yang lebih jelas mengenai peran LPKA terhadap pembinaan anak sebagai pelaku 
kriminal di Makassar. 
b. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau 
data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer 
dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan 





undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. 
Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut: 
1) Kutipan Langsung  
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. 
2) Kutipan Tidak Langsung  
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke 
dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, 
mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat 
tersebut tetap sama. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika 
seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaa-pertanyaan yang dirancang 
untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 
seseorang responden.
1
 Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena 
dianggap lebih efektif dalam memperoleh data. 
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b. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya 
yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini. 
c. Observasi  
  Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti.
2
 Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas 
mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan 
secara langsung dengan mengamati objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk 
mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. alat pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi 
ini penulis akan menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan data yang 
efektif mengenai efektifitas lembaga pembinaan anaka atau lembaga pemasyarakatan 
anak terhadap anak yang sebagai pelaku criminal di Makassar. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti 
sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap 
melakukan peneliti yang selanjutnya terjung kelapangan. Adapun alat-alat yang harus 
disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
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a. Pedoman wawancara  
Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang 
berupa daftar pertanyaan. 
b. Buku catatan dan pulpen 
Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan 
menulis semua percakapan dengan sumber data. 
c. Kamera  
Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengelolahan Data 
Pengelolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 
1) Editing data  
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang 






2) Coding data  
Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada 
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kembali. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. suatu 
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang 





Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 
paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Lapas 
 Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP 
merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih 
dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatn merupakan Unit Pelaksana 
Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (Dahulu Departement Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan 
sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu 
pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau 
pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan 
masyarakat. 
 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) 
namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang 
statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses 
peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil 
yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di 
sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan 
istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri 





Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 
12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
 Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan 
penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur 
dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep 
rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak 
lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga 
masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. 
 Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan 
bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem 
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula 
disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga 
Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan 
Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 
 Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan 
hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari 
pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek 
melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu 
dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga 
tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang 
dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, 






  Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas 
pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui 
pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga 
Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang 
melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan 
dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. 
Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan 
Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi 
masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
 Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-
Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang 
berdomisili di Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga 
pemasyarakatan Klas I makassar memiliki luas tanah 94.069 m
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 yang status 




2. Visi  
 Terwujudnya Lapas Klas I Makassar 
  Tangguh dalam pembinaan 
 Prima dalam pelayanan 








 Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib menuju 
tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa 
dan negara. 
B. Bentuk Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak 
Sebagai Pelaku Kejahatan Di Kota Makassar 
1. Proses Pembinaan 
 Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh balai 
pemasyarakatan (BAPAS) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (pasal 16 undang-
undang No. 12 tahun 1995). Pembinaan oleh BAPAS dilakukan terhadap: 
a. Terpidana bersyarat 
b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat 
atau cuti menjelang bebas. 
c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya di serahkan 
kepada orang tua asuh atau badan sosial dan biayanya menjadi tanggung jawab 
negara. 
d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan 
direktorat Jendral Pemasyarakatan yang di tunjuk bimbingannya diserahkan 
kepada orang tua asuh, atau badan sosial. 
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan 
kepada orang tua, atau walinya. Untuk itu harus ada permintaan dari orang tua 





 Pembinaan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (didalam LAPAS) dan 
ekstramural (di luar LAPAS). Pembinaan ekstrmural dikenal juga dengan nama 
assimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah 
memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan 
masyarakat. Di samping itu pembinaan secar ekstramural juga dilakukan BAPAS, 
yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan 
yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-
tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS. 
 Pada prinsipnya pembinaan dan pembimbingan itu diselenggarakan oleh 
Menteri Hukum dan HAM dan pelaksanaannya oleh petugas pemasyarakatan, yaitu 
pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengayoman 
dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Sementara pembinaan dan 
pembimbingan itu sendiri meliputi: program pembinaan dan bimbingan, berupa 
kegiatan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian 
itu diarahkan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya, 
bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat (pasal 
7 undang-undang no. 12 tahun 1995). Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan 
kepada pembinaan bakat dan keterampilan warga binaan, agar dapat kembali 
berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 
 Petugas pemasyarakatan, adalah pejabat fungsional penegak hukum (pasal 8 
Undang-Undang No 12 Tahun 1995) yang bertugas dibidang pembinaan, 
pengayoman dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pemasyarakatan merupakan bagian 





(integrated criminal justice sistem). Dengan demikian pemasyarakatan merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. 
 Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan 
pemasyarakatan dapat diadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan 
kemasyarakatan lainnya, atau persisnya yang kegiatannya seiring dengan 
penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan instansi 
terkait seperti depetemen agama, depertemen sosial, depertemen pertanian, 
depertemen pendidikan dan kebudayaan, depertemen kesehatan, depertemen tenaga 
kerja,depetemen perindustrian, pemerintahan daerah, dan lain-lain. Tujuan dari kerja 
sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan warga binaan pemasyarakatan di 
bidang: bakat keterampilan, kesadaran beragama, kesadaran 
bermasyarakat/berbangsa/bernegara, kesadaran hukum, kemampuan meningkatkan 
ilmu dan pengetahuan, dan keintegrasian diri dengan masyarakat.
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2. Bentuk pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap anak sebagai 
pelaku kejahatan di kota Makassar 
 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembinaan terhadap warga 
binaan pemasyarakatan dilakukan oleh balai pemasyarakatan (BAPAS) di dalam 
lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dalam hal ini bentuk pembinaan lembaga 
pembinaan khusus anak di kota Makassar dilakukan dalam beberapa bentuk atau 
kegiatan di antaranya: 
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SELASA 08.00 – 10.00 MATEMATIKA RISMAWATI 
SELASA 10.00 – 12.00 BHS. INDONESIA SUWARNI 
SELASA 14.00 – 16.00 AGAMA ANDI MOH 
HAMKA 
RABU 08.00 – 10.00 IPA LIA 
NOVITASARI 
RABU 10.00 – 12.00 IPS MUH SAID 
RABU 14.00 – 16.00 PKN MARTHA 
KARABUA 









SELASA 08.00 – 10.00 BHS. INDONESIA SURYA WIJAYA 





RABU 08.00 – 10.00 BHS. INGGRIS HADRIANA 
ISMAIL 
RABU 10.00 – 12.00 IPA BAGUS 
KAMIS 08.00 – 10.00 PKN SUPARDI 
KAMIS 10.00 – 12.00 IPS ZAKIAH 
JUM’AT 09.00 – 11.00 AGAMA ANDI MOH 
HAMKA 




Sumber: Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Makassar, 2017 
 Di Lembaga Pemasyarakatan memberikan pendidikan umum kepada 
narapidana anak mulai dari paket A, B, dan C sehingga selama anak melaksanakan 
masa tahanan mereka juga dapat melakukan ujian susulan berdasarkan tingkat 
pendidikan yang mereka jalani. Menurut petuga Lembaga Pemasyarkatan kelas 1 
Makassar menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting di 
manapun mereka berada mereka mesti mendapatkan pendidikan tersebut, sehingga 
LAPAS menyediakan pula perpustakaan kepada narapidana anak untuk memperkaya 
pengetahuan mereka. 
 Dari hasil pengamat dan wawancara kepada 10 orang narapidana anak bahwa 
mereka semua melakukan kegiatan pembelejaran sesuai dengan pendidikan yang 
mereka telah jalani sebelum berada di dalam LAPAS, sehingga anak tersebut bisa 





 Di dalam pasal 3 UU No 2012 menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan 
haknya dalam pendidikan, dari penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa 
narapidana anak yang berada di dalam LAPAS kelas 1 Makassar mendapatkan 
haknya untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik, sehingga ketika 
anak tersebut telah menjalankan pembinaan di LAPAS, mereka mampu bertanggung 
jawab dan diterima kembali oleh masyarakat. 
 Dalam pembinaan intelektuallitas (kecerdasan) para narapidana anak ini 
dilakukan melalui pendidikan formal. Untuk pendidikan formal diselenggarakan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui 
pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat pertama, dan Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas. Untuk pendidikan non-formal diselenggarakan melalui kursus-kursus, 
latihan keterampilan dan sebagainya, adakalanya kegiatan non-formal ini diberikan 
dalam bentuk ceramah umum. 
 
JADWAL KEGIATAN PEMBINAAN 
No Hari Jam Kegiatan atau 
program 
Peserta Ket 




























Apel penghuni pagi 
Pembagian 
makanan pagi 





ISOMA, apel siang 
-besuk/kunjungan II 




















































































Apel penghuni pagi 
Pembagian 
makanan pagi 





ISOMA, apel siang 
-besuk/kunjungan II 
-bimker atau bintal 
Olah raga 
permainan 

































































Apel penghuni pagi 
Pembagian 
makanan pagi 





ISOMA, apel siang 
-besuk/kunjungan II 
-bimker atau bintal 
Olah raga 
permainan 








































































Apel penghuni pagi 
Pembagian 
makanan pagi 





ISOMA, apel siang 
-besuk/kunjungan II 
-bimker atau bintal 
Olah raga 
permainan 







































































Apel penghuni pagi 
Pembagian 
makanan pagi 
Olah raga atau 
senam 
 -kebersihan umum 
 - rekreasi 
































































































































































































Sumber: Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Makassar, 2017 
 
 Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lapas berfungsi bagi narapidana anak 
ketika mereka telah menyelesaikan pembinaannya di dalam Lapas, pembinaan 





Kegiatan apel bagi narapidana anak berfungsi untuk pengabsenan narapidana anak 
dan memberika informasi yang baik. Namun dari hasil observasi peneliti bahwa apa 
yang terdapat di dalam jadwal ternyata kegiatan apel tersebut tidak di laksanakan 
setiap hari sesuai data yang di dapatkan di Lapas. 
 Pemberian makan kepada narapidana selama 3 kali dalam sehari merupakan 
hak bagi narapidana anak untuk mendapatkan makanan yang layak sebagaimana yang 
terdapat dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga 
Pemasyarakatan. Dari hasil wawancara peneliti, anak binaan merasa bahwa mereka 
mendapatkan kerikil kecil di dalam nasi, tempe tidak memiliki rasa bahkan seperti 
spon, bahkan rasa sayur berasa hambar dan mereka mendapatkan makanan berupa 
ikan atau ayam dalam 1 kali dalam seminggu, menurut petugas lapas sendiri, 
makanan yang di berikan sudah cukup untuk memberikan gizi kepada narapidana 
tersebut, apabila narapidana selalu mendapatkan makanan enak maka anak tersebut 
merasa nyaman ketika berada di dalam lapas sehingga narapidana akan berfikir 
bahwa berada di Lapas merupkan tempat yang baik. Menurut penulis, pemberian 
makanan sesuai dengan gizi yang di tentukan merupakan hal yang harus di lakukan 
oleh Lapas, namun penulis menilai bahwa di dalam UU ini tidak menjelaskan bahwa 
makanan yang layak itu seperti apa. 
 Olah raga merupakan suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada anak 
sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995, bahwa narapidana berhak mendapatkan hak 
perawatan baik perawatan kerohanian maupun jasmani, di dalam Lapas terdapat 
berbagai cabang olah raga sepeti lapangan volley, bola, tenis meja, dan lain-lain. Olah 
raga berfungsi untuk meningkatkan sportifita, kerja sama, dan bertanggung jawab, 





 Besuk atau kunjungan merupakan hal yang penting bagi anak karena anak 
memiliki mental yang belum stabil sehingga anak memerlukan kunjungan dari 
kerabat-kerabatnya terutama dari keluarga sendiri, sesuai dengan asas terjaminnya 
hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pada 
prinsipnya, untuk melakukan pembinaan, naraidana tidak boleh diasingkan sama 
sekali dengan masyarakat. Mereka tetap dapat berhubungan dengan keluarganya. 
Mereka tetap dapat berhubungan dengan keluarganya. Mereka diperbolehkan 
menemui dan berbicara dengan keluarga yang datang berkunjung ke Lapas. 
Kunjungan keluarga ini diharapkan dapat memberi semangat bagi mereka untuk 
hidup sementara di Lapas, dan mereka merasa tidak ditinggalkan oleh keluarganya. 
Selain itu warga binaan juga diperbolehkan berhubungan dengan orang lain yang 
bukan keluarganya, seperti pejabat yang berkunjung ke Lapas, Rohaniawan, atau 
seniman.
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 Dari hasil penelitian, di Lapas anak memang mendapatkan haknya untuk 
mendapatkan kunjungan bertemu dengan keluarganya. 
 Bimker (Bimbingan Kerja) merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada 
narapidana anak untuk meningkatkan kreativitas anak tersebut sehingga anak mampu 
diterima kembali oleh masyarakat. Bimbingan yang diberikan kepada narapidana 
anak seperti adzan, bersih-bersih, mengaji, dan mengembangkan keterampilan tangan 
anak dalam membuat mainan dari Koran, kardus, dan lain-lain. Dari observasi 
peneliti anak tersebut dibina dan dibimbing sehingga mampu diterima oleh 
masyarakat. 
 Pembinaan rohani diberikan kepada narapidana anak seperti mengaji, dan 
shalat berjamaah yang diklasifikasikan dalam bentuk kegiatan binta/iqra/atau PBH. 
                                                             
 2. Nashriana, perindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 





Kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran bagi narapidana anak dan 
mampu membedakan yang baik dan buruk untuk di lakukan. Anak yang berada di 
lapas benar mendapatkan pembinaan tersebut. 
 Setiap kegiatan pembinaan di atas, menurut petugas dan lembaga 
pemasyarakatan anak di LAPAS kelas 1 makassar diberi penilaian, seperti penilaian 
sikap serta prestasi yang telah dicapai oleh seorang narapidana anak. Kemajuan setiap 
narapidana anak diteliti secara teratur dari waktu ke waktu oleh petugas yang 
bertanggung jawab terhadap hal itu. Pembebasan seorang anak memperhitungkan 
kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta laporan yang berhubungan dengan keadaan 
keluarga atau walinya, disamping lamanya masa hukuman. Bahwa kuasa untuk 
membebaskan seorang anak itu terletak pada pihak petugas yang berwenang setelah 
memeriksa semua laporan yang menyangkut diri narapidana anak. Jika seorang anak 
yang masuknya ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Makassar disebabkan oleh 
keadaan yang memerlukan penjagaan serta perindungan, maka dalam hal ini pihak 
Lembaga pengadilan bagi anak-anaklah satu-satunya pihak yang dapat membebaskan 
mereka sebelum masa penahanan mereka berakhir. 
 Apabila terdapat adanya narapidana anak yang tidak memenuhi ketentuan 
pelaksanaan mekanisme program rehabilitasi sosial ini, maka kepada mereka 
diberikan sanksi pelanggaran disiplin, dapat berupa sanksi hukuman ringan dan 
sanksi hukuman berat.  
 Sanksi hukuman ringan diberikan kepada narapidana anak yang kurang 
mematuhi kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan anak 
Makassar sebagaimana ditentukan dalam jadwal kegiatan narapidana anak. Seperti  





kebersihannya. Untuk sanksi hukuman berat yang diberikan kepada narapidana anak 
pelanggaran disiplin, bentuknya seperti narapidana anak yang ketika tidak 
melaksanakannya kegiatan pendidikan umum dengan sungguh-sungguh setelah di 
tegur dua atau tiga kali masih terus melakukannya. 
 Adanya penegakan sanksi hukuman pada program pembinaan dalam 
rehabilitasi sosial yang dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi para narapidana 
dalam mencapai tujuan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 
Makassar terhadap anak. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap 10 responden 
yang telah di wawancarai mereka memperlihatkan bahwa mereka memiliki rasa takut 
mereka terhadap petugas, terutama mereka yang telah menjalani sanksi hukuman 
berat. Dimana ketika beberapa dari mereka yang di wawancarai mereka tidak ingin 
memperoleh sanksi hukuman berat. Mengingat hukuman ini sangat menyiksa 
kehidupan mereka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar Khusus Anak. Bisa 
di bayangkan bahwa pada sel pengasingan, lampu penerang ruangan sering dimatikan 
secara sengaja oleh petugas yang sering membuat suasana malam hari sangat tidak 
menyenangkan. Apalagi hukuman yang demikian ini dijalani para narapidana anak 
selama enam hari. Sanksi hukuman berat ini membuat mereka terus menerus dihantui 
rasa takut kepada para petugas. Para petugas dianggap orang yang tidak 
menyenangkan selama mereka mengikuti program rehabilitasi sosial di Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 1 Makassar. 
C. Kontribusi LPKA dalam menangani tingkat kejahatan yang dilakukan oleh 
anak di kota Makassar 
 Dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 





Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang 
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 
 Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan 
adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat 
dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang 
dinamakan sistem pemasyarakatan. 
 Sehubung dengan itu, dalam UU pemasyarakatan telah diberi batasan tentang 
sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan 
secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan 
kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri 
dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkngan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (pasal 1 angka 2 UU 
pemasyarakatan). 
 Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan 
pengertian di atas, didasarkan pada pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi 
Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa 
Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh 
bangsa Indonesia, dan sebgai perjanjian luhur rakyat Indonesia. 
 Dengan mendasarkan kepada falsafah Negara, diharapkan pelaksanaan sistem 
pemasyarakatantersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila 





 Dalam sistem tersebut, pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara 
Pembina dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan 
segitiga ini dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-
orang yang dibina. Kalau warga yang dibina nantinya dapat memperbaiki dirinya, 
tentu mereka akan diterima kembali ke masyarakat, tanpa perlu ada kecurigaan lagi. 
hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 UU pemasyarakatan bahwa sistem 
pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat 
berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali 
sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertangunggung jawab. Hubungan 




 Menurut bapak Andi Moh Hamka yang bertanggung jawab terhadap blok 
lapas khusus anak menjelaskan “bahwa lapas kelas satu (1) A Makassar merupakan 
sebuah teknis tempat membina narapidana, tetapi pada dasarnya lapas ini sebenarnya  
fungsinya untuk membina narapidana dewasa, sejak terbitnya sistem peradilan pidana 
anak terjadi perubahan fungsi lapas akhirnya terpisah dengan lapas anak atau bisa di 
sebut sebagai lembaga pembinaan khusu anak”4. 
 Berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa 
narapidana anak tidak diperbolehkan ditempatkan dalam lapas, maka anak yang 
berhadapan dengan hukum harus di tempatkan di lembaga pembinaan khusus anak 
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(LPKA), “di Sulawesi selatan sendiri lokasi dari lembaga tersebut berada di 
Kabupaten Pare-Pare, sedangkan di Kabupaten maros memiliki lembaga pembinaan 
sementara yang hampir sama dengan rumah tahanan (RUTAN) , namun persoalan 
sebenarnya terdapat sebuah kesalahan dalam undang undang dalam sistem peradilan 
pidana anak menurt bapak Andi Moh Hamka S.H,.M.H tidak menjelaskan mengenai 
budgeting nya secara tuntas tentang sarana dan prasarana. 
 Kementrian sosial, dan lembaga perlindungan anak mengkritik bahwa 
mengapa anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan?. Mereka akan berbaur 
dengan NAPI dewasa sehingga dalam pembianaannya tidak akan efektif dan akan 
berdampak buruk terhadap kebaikan anak. Akan ada muncul school of crime 
(pendidikan kejahatan) mereka akan mengajarkan perbuatan yang dilakukan oleh 
orang dewasa dan akan menambah resiko misalnya kekerasan atau pelecehan seksual. 
Tetapi LAPAS KELAS 1 Makassar yang pada dasarnya adalah membina NAPI 
dewasa kemudian dititipi dengan NAPI anak memiliki security system tersendiri 
sehingga dapat di pastikan anak tersebut tidak akan terkena resiko yang di takutkan 
oleh public. Block NAPI dewasa dengan NAPI anak terpisah sehingga pembinaan 
yang dilakukan oleh pihak LAPAS tidak akan terbaur. 
 Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan 
dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin 
dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi : 
1.  Sarana Gedung Pemasyarakatan 
 Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di 





sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga 
Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang 
terkesan ”angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi 
menambah kesan seram penghuninya. 
2.  Pembinaan Narapidana 
Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan 
sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada 
sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh 
berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksikan di luar 
(hasil produksi perusahan). 
3.  Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 
Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangangi 
pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan.Berkenaan dengan 
masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan 
belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, 
mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan 
melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan 
para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.
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a. Mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan 
b. Melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan unit pelaksanaan teknis 
pemasyarakatan. 




 Menurut bapak Andi Muh Hamka“menjadi pertimbangan ketika beliau 
berbincang kepada KaLapas, melihat dari psikis atau psikologi anak itu sendiri bahwa 
anak pada dasarnya tidak boleh jauh kepada orang tuanya sendiri. Orang tua 
merupakan salah satu pendukung bagi seorang anak yang pada dasarnya usia muda 
adalah usia di mana seorang anak memasuki tahap memasuki remaja sehingga akan 
terjadi kelabilan bagi anak tersebut”7. Ketika anak berhadapan dengan hukum maka 
orang tua adalah faktor pendukung sehingga anak merasa bahwa anak tersebut di 
perhatikan. Peran orang tua bagi anak akan berdampak positif bagi perkembangan 
mental remaja sebagian besar menjadi tanggung jawab orang tua.
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 Jika ingin menggunaka sistem peradilan pidana anak maka anak tersebut 
jangan jauh dari kedua orang tua permasalahannya adalah budgeting, memiliki 
undang-undang namun anggaran negara tidak cukup untuk membagun LAPAS anak 
sesuai dengan locus dilekti pada dasarnya anak yang berada di LAPAS KELAS 1 
Makassar  locus dilekti nya berada di Makassar, pada saat menjalani pembianaannya 
di Pare-Pare maka akan ada permasalah dari segi ekonomi keluarga sehingga anak 
akan jarang di kunjungi oleh orang tuanya sendiri yang akan meyebabkan kurang 
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maksimalnya perhatian dari orang tua tehadap anaknya. Karena hal tersebut 
merupakan hal yang darurat maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KaLapas) 
mengamanahkan kepada bapak Hamka untuk mengurus LAPAS anak tersebut. 
Penempatan Anak sesuai dengan persetujuan dari pihak keluarga, pengacara, dan 
jaksa sehingga penempatan anak bisa diminta. 
 Di dalam LAPAS anak, anak tersebut tidak boleh hilang dari hak 
konstitusinya terutama dalam hal pendidikan, anak wajib mendapatkan pendidikan. 
LAPAS memberikan jaminan terhadap keperluan anak tersebut terutama dalam hal 
pendidikan. Walaupun materi yang diberikan tidak sama dengan apa yang ia dapatkan 
di bangku sekolahnya, namun LAPAS sendiri membangu sebuah kultur bahwa 
budaya belajar tidak boleh hilang walaupun anak tersebut berada di dalam LAPAS, 
Di dalam lapas menyediakan bukun bagi anak tesebut sehingga ketika anak tersebut 
tidak memahami apa yang telah dijelaskan oleh bagian LAPAS ketika mengajar 
mampu mencari tau kembali pelajaran yang telah dijelakan. Di dalam LAPAS 
terdapat jadwal  kelas baik itu paket A, B, dan C untuk pendidikan umum, kemudian 
di dalam LAPAS juga memiliki taman Al-Quran untuk mengajarkan mengenai 
persoalan agama, mengaji, adzan, kultum, ceramah, MC dll bagi yang beraga muslim. 
Namun yang menjadi tantangan bagi pihak LAPAS adalah dalam mengarahkan anak 
ketika membimbing karena kembali lagi bahwa mereka adalah anak. 
 Untuk pembinaan kesadaran hukum para narapidana anak, pelaksanaannya di 
lakukan melalui penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran patuh 
terhadap hukum sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan 
kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan 





terbentuknya prilaku warga negara Indonesia yang taat kepada hukum, sehingga 
tumbuh sikap dan prilaku tertib, disiplin serta menggalang kesetiakawanan sosial. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam pembinaan kesadaran hukum adalah 
dengan metode persuasife, rdukstif, komunikatif, dan akomodatif.
9
 
 Ketika dalam masa perkembangan anak, anak tersebut tidak memiliki figure 
atau contoh yang baik pada masa perkembangannya sehingga apa yang iya dapatkan 
di luar yang buruk maka hal tersebut akan ditiru oleh anak tersebut pada masa fase 
pertam. Ketika memasuki pada masa tumbuh kembang dan moral yang merupakan 
fase kedua maka anak membutuhkan balasan apa yang telah mereka lakukan atau 
kerjakan, dan membutuhkan pengakuan dari setiap orang terhadap apa yang anak 
tersebut dapatkan dalam hal prestasi dan memberikan sebuah nasehat kepada anak 
sehingga perkembangan moral anak kedepannya menjadi lebih baik. 
 Karena pada dasarnya LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) berada di 
daerah Pare-Pare namun pada saat melakukan riset di LAPAS KELAS 1 A Makassar 
yang berdasarkan lokus dilekti yang dilakukan oleh NAPI Anak berada di kota 
Makassar sehingga penelitian tersebut dilakukan di LAPAS KELAS 1 Makassar dan 
keluarga NAPI berada di Kota Makassar. 
 Menurut petugas LAPAS “Menolak Anak berhadapan hukum (ABH) masuk 
ke LAPAS tidak ada alasan yang mendasar unuk menolak, berdasarkan asas yang 
terdapat dalam hukum acara pidana yaitu asas peradilan cepat, biaya murah, dan 
sederhana dan tidak menghalang halangi proses hukum, apabila tempat mereka di 
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titip di LPKA yang berada di daerah Pare-Pare kemudian tempat sidangnya di 
Makassar maka otomatis akan memperlambat proses hukum”, dan ternyata dari 
sarana kegiatan yang lengkap terhadap lembaga pendidikan berada di LAPAS 
KELAS 1 A Makassar. 
 Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 informan narapidana anak semua 
memiliki perbedaan perbuatan melawan hukum. sehingga mereka harus mejalankan 
pembinaan di dalam lapas, Dari semua informan, mereka berusia dari umur 15-18 
tahun, rata-rata dari mereka berasal dari kota Makassar, mereka menjalani pembinaan 
di dalam lapas atas perbuatan melawan hukum atau mereka berhadapan dengan 
hukum, dari 10 informan agama mereka adalah islam, selama di dalam lapas mereka 
melakukan suatu kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, 
tidak hanya belajar di dalam lapas responden pertama juga berolahraga mulai dari 
olahraga tenis meja, bola, volley, dan catur. Meskipun mereka tidak mengetahui 
maksud dari kegiatan tersebut namun menurut pendapat penulis kegiatan seperti olah 
raga memiliki fungsi bagi narapidana anak ketika mereka keluar dari lapas. Pertama 
dari segi olahraga tersebut mereka di latih agar menjadi seseorang yang sportifitas, 
disipin dan kerjasama tim, dan meningkatka konsentrasi mereka. Pembinaan yang 
dilakukan oleh setiap narapidana tidak hanya itu, mereka juga melakukan kegiatan 
shalat dan mengaji. Di dalam lapas kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembinaan 
kerohanian terhadap narapinda anak. Kegitan pembinaan kerohanian berfungsi bagi 
narapidana anak agar anak mampu bertindak sesuai dengan hati nurani mereka, 
mampu mengontrol dalam setiap tindakan yang akan mereka lakukan. 
 Pembinaan yang di lakukan oleh narapidana anak semuanya sama, tidak 





disiplin petugas pemasyarakatan wajib bertindak adil, tidak sewenang-wenang dan 
menadasarkan tindakan pada peraturan tata tertib LAPAS. Oleh karena itu setiap 
narapidana diperlakukan sama tidak ada perbedaan dalam hal pembinaan. Meskipun 
kegiatan olah raga mereka berbeda namun kegiatan tersebut tetap di golongkan 
sebagai hak jasmani bagi anak untuk dilakukannya. 
 Dari 10 informan mereka merasa bahwa tindakan yang mereka jalani semua di 
pengaruhi oleh pergaulan, lingkungan, keluarga, dan ekonomi. Menurut penulis 
semua pengaruh tersebut saling berkaitan karena apabila lingkungan anak tersebut 
baik, pergaulan mereka baik, namu dari segi keluarga mereka kurang mendapatkan 
perhatian dari kedua orang tua maka anak tersebut akan merasa terpuruk, terutama 
dalam kasus broken home akan membuat anak tersebut itu semakin terpuruk, 
begitupun sebailiknya. Jadi lebih baik menyeimbangkan antara faktor internal dan 
faktor eksternal. Mereka menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan. 
Kesimpulan: 
  Mengenai bentuk pembinaan lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak 
sebagai pelaku kejahatan. Pembinaan yang telah di lakukan oleh LAPAS terhadap 
NAPI anak sudah efektif, sehingga anak tersebut sadar terhadap tindakan yang telah 
di perbuat, dan anak tersebut di bina agar mampu bertanggung jawab dan berbaur 
kembali terhadap masyarakat namun ada yang menjadi beberapa kendala yaitu, pada 
dasarnya NAPI anak tetap lah seorang anak sehingga dalam pembinaan nya mereka 
pasti memiliki rasa malas sehingga petugas pemasyarakat mesti bersabar dalam 
pembinaannya. Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi LAPAS yaitu khusus 





di sebabkan agar orang tua dapat menjenguk anaknya dan Terkadang putusan 
pengadilan maupun upaya hukum lainnya terlambat dikirim ke lapas 
 Mengenai kontribusi LPKA, sudah terlaksana dengan baik mulai dari kerja 
sama terhadap pihak-pihak tertentu untuk pendidikan NAPI anak mulai dari segi 
pembinaan kerohanian, pembinaan pendidikan umum, dan lain-lain. Adapun 
kontribusi secara eksternal dari LAPAS yakni melakukan sosialisasi kepada para 
pelajar. Di dalam rumusan masalah kedua ini yang ingin penulis cari tau adalah 
seperti apa kontribusi LAPAS dalam hal ikut serta untuk menangani atau mencegah 
tingkat kejahatan yang dilakukan anak di Kota Makassar. Menurut peneliti, LAPAS 
telah melakukan beberapa kontribusi namun yang menjadi kendala dalam menangani 
tingkat kejahatan ini adalah kurangnya dukungan dari beberapa faktor pendukung 
seperti keluarga, pemerintah, diri sendiri dan lain-lain sehingga ada sebagian orang 
yang mengulangi kesalahannya. Penulis menganggap bahwa agar berkurangnya 
kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak maka keluarga merupakan salah 





A. Kesimpulan  
 Pembinaan yang telah di lakukan oleh LAPAS terhadap NAPI anak sudah 
efektif, sehingga anak tersebut sadar terhadap tindakan yang telah diperbuat, dan anak 
tersebut dibina agar mampu bertanggung jawab dan berbaur kembali terhadap 
masyarakat namun ada yang menjadi beberapa kendala yaitu, pada dasarnya NAPI 
anak tetap lah seorang anak sehingga dalam pembinaan nya mereka pasti memiliki 
rasa malas sehingga petugas pemasyarakat mesti bersabar dalam pembinaannya. 
Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi LAPAS yaitu khusus untuk bagi napi 
anak-anak tidak dapat ditempatkan di lapas khusus anak-anak yang tempatnya hanya 
di Kab. Pare-Pare, hal ini di sebabkan agar orang tua dapat menjenguk anaknya dan 
Terkadang putusan pengadilan maupun upaya hukum lainnya terlambat dikirim ke 
lapas. 
 kontribusi LPKA sudah terlaksana dengan baik mulai dari kerja sama 
terhadap pihak-pihak tertentu untuk pendidikan NAPI anak mulai dari segi 
pembinaan kerohanian, pembinaan pendidikan umum, dan lain-lain. Adapun 
kontribusi secara eksternal dari LAPAS yakni melakukan sosialisasi kepada para 
pelajar. LAPAS telah melakukan beberapa kontribusi namun yang menjadi kendala 
dalam mengurangi tingkat kejahatan ini adalah kurangnya dukungan dari beberapa 
faktor pendukung seperti keluarga, pemerintah, diri sendiri dan lain-lain. Sehingga 
ada sebagian anak yang mengulangi kesalahannya. Berkurangnya kejahatan atau 
kenakalan yang dilakukan oleh anak maka keluarga merupakan salah satu faktor 





B. Saran  
 Dari hasil penelitian ini saya memberikan saran berdasarkan kesimpulan 
penelitian: 
a.  Petugas lapas mesti lebih memperketat keamanan yang berada di dalam Lapas 
anak sehingga anak lebih fokus terhadap pembinaan anak dibandingkan berbaur 
dengan narapidana dewasa. 
b. Petugas mesti meningkatkan adaptasi terhadap narapidana anak sehingga anak 
mampu dikendalikan agar tidak bermalas-malasan dalam pembinaan narapidana 
dan meningkatkan kesadaran bagi narapidana anak. 
c. Pengadilan ataupun upaya hukum lainnya lebih meningkatkan kesadaran ataupun 
kedisiplinan terhadap pengiriman atau pemberitahuan putusan tersebut kepada 
lapas. 
d. Keluarga, lingkungan, masyarakat, dll, yang menjadi faktor pendukung dalam 
mengurangi tingkat kejahatan mesti lebih diperhatikan, terutama keluarga adalah 
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